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PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:

1. RISKE WANDI, tempat tanggal lahir, Tapus/ 03-03-1985, umur, +
33 tahun, suku Koto, pekerjaan Pedagang, alamat Batang Haluan
Jorong Simpang Ampek Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam
Kaum, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT | (satu);

2. ALJUPRI, tempat tanggal lahir, Tapus/15-01-1993, umur, + 25
tahun, Suku Koto, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Tapus Selatan Jorong
Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur
Kabupaten Pasaman, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat Il (Dua);

3. RAFNIWAR, tempat tanggal lahir, Alahan Mati/14-03-1956, umur, +
62 tahun, Suku Koto, pekerjaan Pedagang, alamat, Tapus Selatan Jorong
Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur
Kabupaten Pasaman, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat Il (Tiga);

4, RATNAWATI, tempat tanggal lahir, Tapus/11-03-1966, umur, + 52
tahun, Suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, Tapus Selatan
Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang
Gelugur Kabupaten Pasaman, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat IV (Empat);

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. HELMEN, Umur, + 65 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Tani, alamat
Jorong Bukit Malintang Kenagarian Alahan Mati Kabupaten Pasaman,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I (Satu);

2. ERWIN, Umur, + 49 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Wiraswasta,

alamat Kampung Melayu Kenagarian Limo Koto Kumpulan Kecamatan
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Bonjol Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT Il (Dua);

3. YONI NEMERI, Umur, + 47 Tahun, suku Caniago, pekerjaan
Pedagang, alamat Pasar Kecil Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan
Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT Ill (Tiga);

4. ZAINUL ADNI, Umur, + 39 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Tani,
alamat Kampung Lereng Jorong Pasar Alahan Mati Kenagarian Alahan
Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV (Empat);

5. OKTAVERI, Umur, + 34 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Pasar Kecil Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk
Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT V (Lima);

6. IRMA YASLAILI, Umur, + 54 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Kampung Ujung Padang Kenagarian Alahan Mati
Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT VI (Enam);

7. YEFLI, Umur, + 46 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Kampung Ujung Padang Kenagarian Alahan Mati
Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT VIl (Tujuh);

8. OSMA YETI, Umur, + 43 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Kampung Ujung Padang Kenagarian Alahan Mati
Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT VIl (Delapan);

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat —Penggugat perihal
pencabutan gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lbs, tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses

jawaban dari para Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada

para Tergugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan

terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada para

Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dalam register perkara perdata Nomor
6/Pdt.G/2018/PN.Lbs, dinyatakan dicabut;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk
mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Lbs., dari dalam buku register

perkara;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah

Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh
kami R HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY HARRI PAHLEVI
PELAWI, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh ERISMAYATI, S.E, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para

Penggugat dan Kuasanya dan dihadiri para Tergugat dan Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H R HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti
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ERISMAYATI, S.E,

Perincian biaya: Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 75.000,-
Panggilan : Rp. 1.059.000.-
PNBP penyerahan akta oleh jurusita . Rp. 5.000,-
Redaksi . Rp. 5.000,-
Meterai . Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp 1.180.000,-

(Satu Juta Seratus Delapan
Puluh Ribu Rupiah).
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